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a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomc.r 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah 

wajib melakukan penilaian I,'.isiko; 

b. bahwa penilaian Risiko yang dilakukan oleh kepala Perangkat 

Daerah antara lain dilakukan melalui penetapan tujuan 

instansi, pengidentifikasian dan analisis Risiko serta 

pengelolaan Risiko pada saat terjadi perubahan; 

c. bahwa dalam rangka periingkatan kualitas penerapan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah serta untuk memberikan 

arah kebijakan dan kepastian hukum dalam pengelolaan 

Risiko, perlu disusun regulasi sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pengelolaan Lisiko di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Grobogan; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Grobogan tentang Pedoman Pengelolaan 

Risiko di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Grobogan; 

1. Undang-Undang Nomor 13 '. 'ahun 1950 ten tang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupatcn dalarn Lingkungan Pernerintah 

Propinsi .Jawa Tcngah; 

BUPATI GROBOG/_N, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIK(J DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN 3ROBOGAN 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR 35 TAHUN 2021 

BUPATI GROBOGAN 

PROVINSI JA WA TENG AH 

Mengingat 

Menimbang 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pernerintahan yang mcnjadi kcwenangan 

daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Dacrah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

KABUPATEN GROBOGAN 

PED OMAN 
PEMERINTAH 

TENT ANG 
LING KUN GAN 

BUPATI 
RISIKO DI 

PERATURAN 
PENGELOLAAN 

MEMUTUSKAN : 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pernerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

Menetapkan 
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5. Inspektorat Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut 
Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat 
pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab 
langsung kepada Bupati. 

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang 
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit 
kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan 
Risiko. 

8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau 
pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan 
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam 
pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. 

10. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan 
pengendalian yang sudah ada. 

11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang 
telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan 
munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level 
atau status Risikonya. 

12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, 
kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi 
sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian 
tujuan. 

13. Budaya Sadar Risiko adalah perilaku personil dalam 
Organisasi terkait nilai, pengetahuan dan pemahaman 
terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Risiko. 

14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP 
adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan 
dilakukan oleh Perangkat Daerah. 

15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan 
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah 
dilaksanakan sesuai dcngan ketentuan, standar, rencana, atau 
norma yang telah ditetapkan. 

16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi 
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah 

ditetapkan dan menentukan Iaktor-faktor yang mempengaruhi 
keberha.silan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai 
tujuan. 
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(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 

pejabat/ seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah 

untuk melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan 

dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian 

tujuan Pemerintah Daerah. 

Pasal2 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

19. Kebijakan Umum Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencan Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah se belum disepakati dengan Dewan 

Perangkat Rakyat Daerah. 

21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat 

Daerah serta rencana pernbiayaan sebagai dasar penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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(1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan rrilai 

nilai organisasi Pemerintah Daerah. 

(2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di 

seluruh Perangkat Daerah; 

b. internalisasi pengelolaan Risiko dalarn setiap proses 

pengambilan keputusan di seluruh tingkatan Perangkat 

Daerah; dan 

c. pembangunan/ perbaikan lingkungan pengendalian yang 

mendukung penciptaan Budaya Sadar Risiko. 
(3) Bentuk pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; 

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko; 

c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan 

d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi. 

Bagian Kesatu 

Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pasal 4 

(1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas: 

a. tujuan strategis Pemerintahan Daerah; 

b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan 

c. tujuan operasional pada Perangkat Daerah (kegiatan). 
(2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui: 

a. pengembangan Budaya Sadar Risiko; 

b. pembentukan struktur pengelolaan Riaiko; dan 
c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko. 

(3) Pengelolaan Risiko sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) dan 
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan 

Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB II 

PENGELOLAAN RISIKO 

Pasal 3 
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(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah 
Daerah, Bupati membentuk Kornite Pengelolaan Risiko. 

(2) Kornite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas: 
a. Bupati sebagai ketua; 
b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

sebagai koordinator merangkap anggota; dan 

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota. 

Pasal 6 

(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk Struktur 
Pengelolaan Risiko, yang terdiri atas: 
a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko; 
b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah; 
c. Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR; 
d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan 
e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan. 

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang 
menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah 
Daerah. 

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 
pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan 
pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(4) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( l) huruf c bertanggung jawab melakukan 
pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. 

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau 
pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan 
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. 

(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang 
memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan 
pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua 

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko 

PasalS 
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(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf a memiliki tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah 

Daerah; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat 

Pemerintah Daerah; 

c. melakukan identifikasi dan analis Risiko terhadap 
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah 

Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko 

basil identifikasi dan analisis Risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 

Pasal 9 

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah; 

b. UPR Tingkat Eselon II dan Camat; 

c. UPR Tingkat Eselon III clan IV. 

Pasal 8 

Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, 

supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan 

Pemerintah Daerah; dan 

c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan 

pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq 

Sekretaris Daerah. 

Risiko pengelolaan b. melakukan pembinaan terhadap 

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
memiliki tugas: 

a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal 

terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur 
normal; 

Pasal 7 
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e. pemantauan; 
(2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayal (2) mempunyai 

periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 

(4) Proses pengelolaan Risiko scbagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses 

manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya 

organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. 

( 1) Proses pengelolaan Risiko meliputi: 

a. idcntifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; 

b. penilaian Risiko; 

c. kegiatan pengendalian; 

d. informasi dan komunikasi; dan 

Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko 

Pasal 10 

(2) UPR Tingkat Eselon IT dan Camat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat cselon II 

dan Camat pada Perangkat Daerah masing-rnasing; 

b. menyusun rencana kerja pengelo1aan Risiko di tingkat 

eselon II dan Camat pada Pcrangkat Daerah masing-rnasing; 

c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko 

hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 

(3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf c merniliki tugas: 

a. melakukan iderrtifikasi dan analisis Risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan; 

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko 

hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan 

c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 



9 

(1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko 

yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi 

pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko 

yang diperlukan untuk memperkecil Risiko. 

(2) Penilaian Risiko dilakukan atas : 

a. tujuan strategis Pemerintah Dacrah; 

b. tujuan strategis (entitas) Pcrangkat Daerah; dan 

c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. 

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 

bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera 

setelah diselesaikannya RPJMD. 

(4) Pcnilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Pcrangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra 

Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra 

Perangkat Daerah. 
(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat 

Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, 

dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA 

SKPD a tau segera setelah diselesaikannya RKA-SKPD. 

Pasal 12 

Paragraf Kedua 

Penilaian Risiko 

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan 

pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi 

kelcmahan-kelernahan dalam setiap sub unsur lingkungan 

pengendalian intern. 

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pcngendalian diperlukan 

untuk menentukan rencana penguatan lingkungan 

pengendalian dalam mendukung penciptaan Budaya Sadar 

Risiko dan pengelolaan Risiko. 

Paragraf Kesatu 

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Pasal 11 
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(2) Kriteria penilaian Risiko meliputi: 

a. skala darnpak Risiko; 

b. skala kemungkinan Risiko; dan 

c. skala tingkat Risiko. 

( 1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan mern berikan 
pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan 

analisis atas Risiko. 

Pasal 15 

(1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan 

tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana 

strategis dan rencana kinerja tahunan. 

(2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan 

yaitu: 

a. konteks strategis Pemerintah Daerah; 

b. konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan 

c. konteks operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. 

(4) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan 

berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana 

tercantum dalarn dokumen RPJMD. 
(5) Tujuan dalarn konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah 

ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pcrangkat Daerah 

sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat 

Daerah. 
(6) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan 

berdasarkan hasil dan keluaran kegiatan yang tercantum 

dalam dokumen RKA-SKPD. 

Pasal 14 

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan 
konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko. 

Pasal 13 

(6) Proses penilaian Risiko meliputi: 

a. penetapan konteks/tujuan; 

b. identifikasi Risiko; dan 

c. analisis Risiko. 
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mengimplementasikan RTP. 
(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan: 

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain 
dapat berupa kebijakan dan/ atau prosedur; dan 

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 

untuk tahap merupakan pengendalian (1) Kegiatan 

Paragraf Ketiga 

Kegiatan Pengenda1ian 
Pasal 18 

(1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai 
dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan 

dan dampaknya. 
(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu 

Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk 
menciptakan rencana tindak pengendalian. 

(3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko meliputi kegiatan: 
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan R:isiko; 
b. memvalidasi Risiko; 
c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 

dibutuhkan; dan 
d. menyusun RTP. 

Pasal 17 

(1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko 
yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang meliputi: 
a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 
b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan 
c. tujuan operasiona1 (kegiatan) Perangkat Daerah. 

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi kegiatan: 
a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang mengharnbat 

pencapaian tujuan, pernilik Risiko, sebab Riaiko, surnber 
Risiko, dan darnpak Risiko; dan 

b. mendokurnentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar 
Risiko. 

Pasa1 16 
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(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa 

pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang 

mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), 

Camat, Kepala Bagian/Sekretaris/Kepala Bidang (Pejabat 

Eselon Ill), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub 

Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan 

kewenangannya. 

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit 

Kepatuhan. 

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 

dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab 

pengawasan pengelolaan Risiko meliputi: 

a. audit; 

b. reviu; 

c. pemantauan; 

d. evaluasi; dan 

e. pengawasan lainnya. 

Pasal 20 

Paragraf Kelima 

Pemantauan 

(1) Inforrnasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah 

terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam 

setiap tahapan pengelolaan Risiko yaitu: 

a. sejak penilaian kelemahan 1ingkungan pengendalian; 
b. proses penilaian Risiko; dan 

c. pelaksanaan kegiatan pengendaJian. 

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana 

informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan 
pengelolaan Risiko. 

Paragraf Keempat 

Inforrnasi dan Komunikasi 

Pasal 19 
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(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, 

Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko. 

(2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi : 

a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko; 
b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan 

c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan. 

(3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a, disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang 

terdiri dari: 

a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah; 

b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/unit 

kerja; dan 

c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah. 

(4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan 
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah 

dan unit kepatuhan internal. 

(5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko atau 

dokumen RTP. 
(6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan 

dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan 

kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal. 

(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas 

Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pernerintah 

Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah 

dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh 

UPR Tingkat Eselon II. 
(8) Laporan berkaJa pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara 

triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan 

tembusan kepada Sekretaris Daerah. 

BAB III 

PELAPORAN 

Pasal 21 
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SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 35 

18 Agustus 2021 

2021 

\ 

Ditetapkan di Purwodadi 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Grobogan. 

BAB IV 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 22 
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Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Risiko di lingkup 
Pcmerintah Daerah, meliputi: 
A. Penetapan Konteks/Tujuan Pengelolaan Risiko 

Konteks/tujuan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas 
tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat 
Daerah, dan tujuan strategis pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat 
Daerah. 
1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah. 

Pcnge]olaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bcrtujuan mengendalikan 
Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang 
tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD). Pcngelolaan Risiko strategis tingkat Pcmerintah Dacrah 
dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala 
Perangkat Daerah selaku UPR Tingkat Pemerintah Daerah di bawah 

koordinasi Sckretariat Daerah. 

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RJSIKO 

I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

1. Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
lntern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat ( 1) yaitu 
Pimpinan Instansi Pernerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan 

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman 
Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam: 
1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah 

Daerah; dan 
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta 

memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR 35 TAHUN 2021 
TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
GROBOGAN 
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2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah. 

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan 

Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang 

tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra 
Perangkat Dae rah). 

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing 

masing Kepala Perangkat Daerah bersama unit kerja dibawahnya, sebagai 
UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan IV. 

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah 

Pengelolaan Risiko operasioal Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan 
Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama 

Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja 

tahunan Perangkat Daerah, seperti : Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 

(PK), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/ atau RKPD). 

Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah 

dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah bersama unit kerja 

dibawahnya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon 

III dan TV. 

Koordinator teknis pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan 

oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian yang menangani 

perencanaan bagi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, sedangkan 

Koordinator Teknis pengelolaan Risiko operasional dikoordinasikan oleh 

Kepala Sub Bagian yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah. 

B. Penetapan struktur analisis Risiko. 

Penetapan struktur analisis Risiko bertujuan memberikan pernahaman yang 

sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalarn pengelolaan Risiko di lingkup 

Pemerintah Daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek pengelolaan Risiko, 

yang antara lain meliputi : 

1. Sumber Risiko, berasal dari internal dan eksternal. Risiko yang berasal 

dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, 

perkembangan teknologi, bencana alam, clan gangguan keamanan. Risiko 

yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, 

sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak 

mernadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja 

yang tidak kondusif. 

2. Darnpak Risiko, diidenti.fikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat 

yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat 

pencapaian tujuan terjadi. 
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1Katepd1 Operaalonal Dalllpu Rlall:o 
Duapak Slllor ....._.. Ke-- ....... Ba Imm 
Sangat 4 kerugian lkegiatan negatif, pelanggaran 
Tinggi sangat terhenti, tersebar Iuas di serius, 

besar tujuan tidak banyak media terkena 
tercapai sanksi 

Tinggi 3 kerugian kegiatan negatif, pelanggaran 
besar sangat tersebar luas di serius, 

terhambat, beberapa media sanksi 
kurang ef ektif nasional / lokal tertulis 

Rendah 2 kcrugian lkegiatan negatif, pelanggaran 
cukup terhambat terdapat biasa, sanksi I 
bcsar kurang cfisien pem beri taan tertulis 

-- ~ 
Sangat 1 kerugian ada hambatan ada pelanggaran I 
Rendah kecil, kegiatan, pemberitaan biasa, sanksi 

kurang namun negatif, namun teguran 
l material tertangani I tidak material 

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan mcnggunakan 

operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai berikut : 

KatepdDewpu Dar ~ 
Sangat signifikan / 4 Pcngaruh terhadap pcncapaian tujuanl 
Sangat besar sangat signifikan ~ -- 
Signifikan/ Besar 3 Pengaruh terhadap pencapaian tujuan 

tinggi/ signifikan I 
Ku rang signifikan/ 2 Pengaruh terhadap pencapaian tujuanl 
Kecil rendah/ kurang signifikan 
Tidak signifikan/ 

1 

1 Pcngaruh terhadap pcncaparan tujuan 
I Sangat kecil I tidak signifikan 

3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh 

darnpak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian 

tujuan. 

C. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko 

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang 

sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup 

Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko yang 

telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat 

Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima 

dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko 
terdiri dari 3 komponen, yaitu : 

1. Skala Dampak Risiko 

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko 

diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. 

Sebagai contoh kategori dampak Risiko dapat diilustrasikan sebagai 

berikut: 
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Uraian I Skor I Skor I Skala Nilai 
No. Program/Kegiatan 

Risiko Dampak Kemunekinan Riaiko 

1. - - 3,4 2,3 7,8 

3. Skala Nilai Risiko (Matrik Risiko) 

Skala nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor 

dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk 

menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar 

pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima 
maupun tingkat Risiko yang tidak dapat ditcrima. 

Contoh tabel perhitungan Skala Nilai Risiko sebagai berikut : 

Katepd 8kor Operuicmal Dampak Rl•Um 
Dam.pu KejadiluaTa ..... ............... 

Sangat 4 Sangat sering, hampir pasti Dapat Lerjadi beberapa 
Sering terjadi (probabilitas >75%) kali dalam 1 Tahun 
Sering 3 Sering terjadi, (probabilitas Kemungkinan terjadi 

50-75%) sekali dalam 1 Tahun - Jarang 2 Kemungkinan terjadi, Kemungkinan terjadi 
meskipun kecil sekali dalam 5-10 Tahun 
(probabilitas 20-50%) 

1sangat 
1 Sangat jarang terjadi Kemungkinan terjadi 

Jarang (probabilitas <20%) sekali dalam 10-20 Tahun] 

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan 

operasionalisasi probabilitas yang lebih rinci sebagai berikut: 

Kate.-SDuapu lllmr u ..... 
Hampir pas ti 4 Kernungkinan terjadinya Risiko sangat sering 
terjadi/ sangat (lebih dari 70% a tau lebih dari 7 kali dalam 1 O 
sering tahun) 
Kemungkinan 3 Kemungkinan t.erjadinya Risiko sering (sebesar 
besar/ Sering 41-70% atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun) 
terjadi 
Kernungkinan 2 Kcmungkinan terjadinya Risiko rendah / kccil 
kecil/ Jarang (sebesar 11-40% atau 1 sd 4 kali dalam 10 

tahun) 
Sangat Jarang 1 Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil 

(sebesar 0-10% atau 1 kali dalam 10 lahun) 

2. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko 

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk 

menjamin konsistensi dalarn analisis kernungkinan terjadinya Risiko. 
Sebagai contoh kategori probabilitas Risiko dapat diilustrasikan sebagai 
berikut: 
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Penetapan area atau bidang yang menjadi Risiko prioritas yang 

memerlukan penanganan/respon Risiko Pemerintah Daerah dipengaruhi 

oleh selera Risiko atau preferensi manajemen Pemerintah Daerah. Dalam 

ta bel di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi ( orange) mcrupakan 

area yang memiliki sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan 

prioritas yang sangat tinggi. Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) 

menjadi prioritas berikutnya, sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat 

rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima. 

Keterangan : 

c: 
I ~ I K•mungklnan Ji _ ...__...;;bff=a""-r __ 
~ ... .I Kemungk,nan I.! ir u_c1_1 __ 
:.: Sangat Jarang 

MATRIKS 
ANALISIS RISIKO 

Dem ak/KonMkuensl 

Hamplr pastl 

Untuk lebih memudahkan penentuan Risiko prioritas dan acceptable/ 
unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks Risiko berdasarkan skala 

dampak dan probabilitas Risiko serta kriteria level Risiko/ risk appetite yang 

telah ditentukan. Kategori nilai Risiko dan operasionalisasinya dapat 

diilustrasikan scbagai bcrikut : 

Skala Nilai I Kategori Risiko Penerimaan Risiko Tindakan 

1-4 Rend ah Dapat diterima Tidak diperlukan 
tindakan 

4,01 - 8 Scdang Diperlukan Disarankan diambil 
pengendalian yang tindakan jika tersedia 

lebih baik sumberdaya 
8,01- 12 Tinggi Harus menjadi Diperlukan tindakan 

perhatian untuk mengelola 
managemen Risiko 

12,01 - 16 Sangat Tidak dapat diterima Diperlukan tindakan 
Tinggi segera untuk 

mengelola Risiko 

Kriteria Skala Nilai Risiko 
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Tdepa Tuapua Oa.tpat ,. .. ,.. Ko. ..... ...Nde•• ........... .... ,-- ........ 1'11111111 Rlallm 
1 Proses Proses Arahan dan -Komite -Dokurnen 

penyusunan penyusunan kebijakan pengelolaan Arahan dan 
RPJMD RPJMD penilaian Risiko Risiko kebijakan 
(Satu tahun 15 tahunan -Sekda selaku penilaian 
sebelum Pcnyusunan koorclinator Risiko 5 

IRPJMD 5 Risiko Strategis ,-UPR Pemda Tahunan 
tahunan Pemda (Kepala Daerah -Daftar Risiko 
berjalan sd dan Kepala dan RTP 
RPJMD OPD/SKPD) Strategis 
ditetapkan) Pemda -- 2 Proses Proses Penyusunan - Komite Daftar Risiko 
penyusunan penyusunan Risiko Strategis pengelolaan dan RTP 
Renstra Renstra OPD (entitas ) OPD Risiko Strategis 
OPD (Satu - Sekda sela.ku (Entitas) OPD 
tahun Koordinator 
sebelum - UPR Tingkat 
RPJMD 5 Eselon 2 
tahunan (Kepala 
berjalan sd OPD/SKPD 
RPJMD dan 
ditetapkan) Kabag/Kabid 

OPD) - 3 Januari- Penyusunan Arahan dan Komite Dokumen 
Mei Tahun RKPD dan lkebijakan Pengelolaan Arahan clan 
20xx-1 Renja OPD penilaian Risiko Risiko kebijakan 

tahunan penilaian Risiko 
tahunan 

>- 
Daftar Risiko 4 Agustus- Penyusunan Penyusunan -Kepala OPD 

September RKA OPD Risiko - Unit Pemilik dan RTP 
20xx-1 (Penetapan OperasionaJ Risiko Tingkat Operasional 

rencana OPD Es 3,4 OPD OPD 
sasaran & Pengkomunikais 
pagu an peru bah an 
anggaran per KSOP 
kegiatan) 

5 Oktober Penyusunan Penyusunan -Kepala OPD -Perbaikan RTP 
Tahun 20xx- RAPBD, atau Revisi -Komite -KSOP I 1 PerdaAPBD KSOP Pengelolaan -Notulcn 

6 November- Penyusunan Pcngkomunikasi Risiko pengkomunika 
Desember Rancangan an perubahan -UPR tingkat sian 
Tahun 20xx- DPA OPD, KSOP Pemda, Tingkat -Finalisasi 
1 dan eselon 2,3 dan Daftar Risiko 

penetapan 4 dan RTP 
DPA OPD -Sekda selaku 

koordinator 

D. Waktu, Tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko 

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai 
berikut : 
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I Taha pan Taha pan Output 
No. Waktu ManaJemea Peqelolaaa PeJ•Jrnna Taha pan 

Pemda Rafko Pllqelola 
ltlaf1ro 

7 Januari sd Pelaksanaan Penyusunan -Komite KSOP 
Desember APED atau Pengelolaan Bukti 
Tahun 20xx penyempurnaan Risiko pelaksanaan 

KSOP (Tindak - UPR tingkat KSOP 
Lanjut RTP) Pemda, Tingkat 
Pclaksanaan eselon 2,3 dan 
KSOP) 4 

-Komite 
Pengelolaan 
Risiko 

-Kepala OPD 
-Pelaksana 
Program dan 
kegiatan 

Berk ala Pelaporan dan -UPR tingkat -Form 
(Triwulan) monitoring Pemda, Tingkat Monitoring 

Risiko dan eselon 2,3 dan Risiko 
KSOP 4 -Form 

-Unit Kepatuhan Monitoring TL 
-Sekda selaku RTP 
koordinator 

f---- 

Pemantauan Unit Kepatuha.n -Notulen rapat 
kinerja, Risiko Pengelolaan -Laporan 
dan efektifitas Risiko pemantauan 
KSOP yang (triwulan, 
dibangun tahunan, 5 

tahunan) 
Juni- Juli Penyusunan Reviu dan -UPR Pemda Daftar Risiko 
201x KUAPPAS pemutkhiran (Kepala Daerah dan RTP 

(Penetapan Risiko Strategis dan Kepala Strategis 
sasaran Pemda OPD/SKPDS Perndayang 
mako dan Catatan : Risiko -Sekda selaku dimutakhirkan 
pagu stra.tegis Pemda koordinator 
anggaran akan diriviu dan 
Pemda) dimu takhirkan 

setiap tahun 
Agustus- Penyusunan Reviu dan -Kepala Daera.h Daftar Risiko 
Spetember RKA OPD pemutkhiran -Sekda selaku dan RTP 
20lx (Penutupan Risiko Strategis koordinator Strategis 

rencana (Entitas) OPD - Unit Pemilik (Entitas) OPD 
sasaran & Catatan : Risiko Risiko Tingkat 
pagu strategis Es 2 (Kepala 
anggaran per (Entitas) OPD OPD/SKPD dan 
kegiatan akan diriviu clan Kabag/ Kabid 

dimutakhirkan OPD) 
setiap tahun 
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UNIT l'IMIUK lllllltO Tit. ~ : -- ----- - - - --- - - -- ------ - --·1-----------t- r------------- 

l(O()RDINATOR Pf~ 
FENGfL.OlAAN RISIICO 
UNIT PEMIUK AISIICO Tl. Eselon 2 

PENAHGGUNG JAWAa 
BUPATI 

111. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH 

A. Struktur Pengelolaan Risiko 

Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut: 

Tall.ape. Tahapm Olltpat 
•o. Wakta llanajemea PeapJol·- ......... Twb•pu 

Pemda Rfallrn Paplola 
IUaUro 

8 Januari - Pelaporan Pela po ran - Kepala Daerah Laporan 
Februari Keuangan Pengelo1aan -Kepala OPD Pengelolaan 
Tahun Reviu APIP Risiko Tahun -UPR tingkat Risiko Tahun 
20lx+l 20Ix Pemda, Tingkat 20lx 

eselon 2, 
Tingkat eselon 
3 dan 4 

-Unit kepatuhan 
-Sekda selaku 
koordinator 

9 Februari - Evaluasi -Inspektorat Laporan 
Maret pengelolaan (APIP Daerah) Evaluasi 
Tahun Risiko oleh APTP Pengelolaan 
201x+l Risiko 

Penilaian -Kepala Daerah Laporan 
Maturitas SPIP -Kapala OPD Penilaian 

-Inspektorat Maturitas SPfP 
(APIP Daerah) 
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UPR merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan 

pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik 

Risiko adalah se bagai berikut : 

a. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (risk assessment) atas Risiko 

tingkat strategis dan/ atau tingkat operasional, serta melaksanakan 

pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing. 

b. melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan 

sehari-hari. 

c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan 

peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja 

masingmasing, sebagai indik.ator peringatan dini (early warning indicator') 

dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian Risik.o di masa 

yang akan datang. 

d. menyusun hasil penilaian Risiko (risk assessment} untuk dilaporkan 

kepada Unit Kepatuhan. 

e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang 

pelaksanaan pengendalian Risiko. 

f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

pengendalian. 

1. Penanggung jawab 

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan 

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupatijuga bertanggungjawab 

terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah. 

Bupati menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pcmerintah Daerah untuk 

mendukung pelaksanaan pengelolaan Risiko. 
2. Koordinator penyelenggaraan 

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang 

mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekretaris Daerah selaku 

Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain: 

a. menyusun jadwal/ agenda penilaian Risiko; 

b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko 

misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen; 

c. memfasilitasi proses penilaian Risiko; dan 

d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. 

3. UPR 
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4. Komite pengelolaan Risiko 
Oalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah, 

Bupati dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai 

berikut: 

a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait 

keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal; 

selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan. 

KepaJa Sub Bagian/ Sub Bidang/ 

Seksi/ Pegawai/ Staf yang ditunjuk 

untuk menangani perencanaan kegiatan 

pada Perangkat Daerah. 

Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub 

Bidang/ Seksi pada Bagian/ Bidang yang 

bersangkutan. 

Bi dang, 

Anggota 

anggota 

merangkap 

Koordinator Teknis 

wakil direktur pada Perangkat Daerah 

yang bersangkutan. 

c. UPR tingkat Eselon III dan IV 

Struktur UPR tingkat unit Eselon III dan IV, terdiri dari: 

Ketua Sekretaris/Kepala Bagian/ 

Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat 

Daerah dan Camat selaku pemilik Risiko 

tingkat Perangkat Daerah. 

Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala 

Bagian yang menangani perencanaan 

pada Perangkat Daerah. 

Seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban/ 

anggota 

Anggota 

Koordinator Tekriis 

merangkap 

Struktur UPR tingkat Eselon II dan Camat, terdiri dari : 

Ketua 

seluruh kepala Perangkat Daerah 

(Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, 

Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, 

Direktur RSUD dan Camat) 

b. UPR tingkat Eselon II dan Camat 

Pembangunan Daerah 

Perencanaan Bad an Kepala 

merangkap 

anggota 

Anggota 

Koordinator Teknis 

UPR dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut: 

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah; 

Struktur UPR tingkat Pemerintah Daerah, terdiri dari: 

Ketua Bupati 
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mernber'ikart pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan 

Risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan 

kegiatan antara lain : 
a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada 

Pemerintah Daerah; 

jawab lnspektorat sebagai penanggungjawab pengawasan, bertanggung 

Komite pengelolaan Risiko terdiri atas : 

a. Bupati sebagai Ketua; 

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator 

merangkap anggota; 

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota (terkait). 

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat 

membentuk tim teknis melalui Keputusan Bupati. 

5. Unit Kepatuhan 

Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan 

Risiko yang telah ditetapkan oleh Pernerintah Daerah. Asisten Sekretaris 

Daerah bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada Pemerintah Daerah dan 

Perangkat Daerah. 
Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat 

Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan 

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah. 
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan 

kegiatan antara lain : 
a. memantau penilaian Risiko clan RTP; 

b. memantau pelaksanaan RTP; 
c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko; 

d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan 

pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris 

Daerah. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim 

teknis dengan Keputusan Bupati. 

6. Penanggung jawab pengawasan 

b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 

yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan 

pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; 

c. mernbuat Iaporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan 

pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris 

Dae rah. 
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OPD /Eselon II) 

-Fasilitator 

- Penyusunan RPJMD 

- Diriviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat 

penyusunan KUA/PPAS 

- Riviu dokumen, analisis informasi dari media 

massa, wawancara dll 
- Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern 

dengan metode CEE 

Daerah (Kepala Daer ah Pemerintah -UPR 

Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern 

dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan 
pengendalian intern yang memerlukan perbaikan 

Tingkat Pemerintah Daerah : 

-Sekretaris Daerah selaku Koordinator 

Sumber 

data utama 

Waktu 

Pelaksana/ 

Pihak 

Terkait 

Keluaran 

Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut: 

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dapat 

disajikan se bagai berikut : 

Tujuan Mengidentifikasi kelernahan-kelemahan dalam setiap 

sub unsur lingkungan pengendalian intern 

Anallsls Rlslko ) . 

ldentlflkasl Rlslko 

: ......• ~ 
. c:: 

~ 
~ 
"' cE 

: Penilaian Risiko ( ) 

Penetapan Konteks/Tujuan · 

- ~ 
J ·c 
j 
.a 
11 
i 

....__,, _ _. ······· ····{Xegiatan Pengendalian <3)} .. 

ldentlflkasl Kelem-ahan llngkungan ........•...• 
Pengendallan Intern (1) 

B. Proses Pengelolaan Risiko 

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap 

pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut: 

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan 

Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 

c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun 

serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan. 
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a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian 
1) Persiapan data 

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan 

wajib / pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa : 
a) Laporan hasil audit pada Pemerintah Daerah misalnya audit 

operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan 
wajib / pilihan terkait; 

b) Hasil reviu/ evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib I pilihan 
oleh Inspek.torat; 

c) Hasil kajian ten tang lingkungan pengendalian urusan wajib / 
pilihan Pemerintah Daerah; 

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah 
Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, 
hasil penelitian, dan sumber-surnber lain yang relevan. 

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan 

Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner (ilustrasi sebagaimana form 1). 

Mendasorlcon 
kepodo duo hosil 

slmpulon sementoro 
yaitu hasil penlloian 
awol don hosil suNei 

persepsi 

Persiopan data 
don kUesioner 

I I t I 

I· ; , 
I'•' ; ''! :, :·, 

Survei persepsi 
pegawoi atas 

kondisl lingK\lngon 
pengendolion 
melolul COtllfol 
Environtment 

fvoluatlon (CEE) 

Kojion, reviu atos 
kondlsl don K\lltur 

lnstansl berdosotton 
hosll audit. lcajlO!\ 

berita, wawancora. 
data loinnyo 

~ , • •.,, I 1 • t 111• I• 11 

1.r,qku:1..)..Jl1 

pt··r1 ~f rid:J 11)1) 
ll,P:.:]l,,11 lf 

. : • ' ! :. I ." : 
•. • 11 I' ;,t • • •• 

:.• ·t··l1,l 1,; ,• l. 
' .... ' 

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan 

melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan 

urusan wajib I pilihan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan 
wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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Dalam lembar kuisioner CEE tersebut terdapat 81 pertanyaan yang harus 
dijawab oleh responden. Responden diharap mewakili dari berbagai bidang 

dan saat menjawab diharapkan sesuat kondisi sebenar-benarnya 
pemahaman responden atas pertanyaan terse but, sehingga hasil rekapitulasi 

menunjukkan kondisi Organisasi sebenarnya untuk dilakukan perbaikan. 

NO. PERTANYMN /KUESIONER PIUHAN JAWABAN 

L PENEGAKAN INTE6RITAS DAN NILAI ETlKA 

A. ~an lntearitas dan Nilai Etika 

1 Pimpinan ~kan eteladanan dalam h.al int~M dan etika 1. O Tidak Pernah 
pada tineqh laku sdlari-hati 2. O Jaranc 

3- O Serina 
4. OSela!v 

KUESIONER EVALUASI LJNGKUNGAN PENGENDAUAN 

l. lsilah ~an memberika1\ tidanorlr {'I) plda suh satu kotak p,li~n jawaban. 
2. Bapak/lbu dapat menambahk!n n¥asi lain ~ait koooisi li,vkunpn ~!fldalian pada bapn a_'khif 

k~nerini. 
3. Apabila t~dapatpemYftalll1 va111 dima kuran&Jelas, sl!akan ditanyatan kepada fasilitator. 

Be<i' ah tanda silane vntuk posisl anoa saat ini? 

1. 0 ~jabat Struktural 

2. D Peja.bat fungsional Ttrt!fflt.l 

3. O Pejabat Fiqsional Umum/Sm 
C. PETUNJUK PEHGISIAN 

8. IDENTITAS RESPONDEN 

~k/'lbu varc terhom\at, terimt kaS1n sudah bersl!dia rntnt.sJ kuesiooer inl. Kueslooe< ini ~Jilin untuk 
kl!1)ertUM1 internal dan dimalcsudtan untuk IMlihat tonOisl hneJcunpn peneendallan di unit instansi 
Bapak/lbtl. Meneineat pentinanva data dan kuesioner ini, diharaptan Bapak/lbu ~.sinya ~ngan ~~r 
dan juJur sesuai ~n lcondisi SNt ini. K4mi menjal!'lln kmhasiaan 1dentita.s Bapaj(/lbu dan r~kapitu:asi 
kucsiOP« tidak ann menca.nt\M'lkan data din Baoal</lbu seiea!ian 

A. PENGANTAR 

KUESlONER CONTROL ENVIRONMENT EVALUAllON (CEE} 

Ilustrasi lembar kuisoner dapat disajikan sebagai berikut : 
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A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 

MEMADAI 

1 Pegawai mendapatkan pesan 2 4 3 3 3 2 3 
integritas & nilai etika secara Memadai 
ru tin dari pimpinan instansi 
(Misalnya keteladanan, pesan 
moral dll) 

2 Pemerintah Daerah telah memiliki 3 3 3 3 3 3 3 
aturan perilaku (misalnya kode Memadai 
etik, pakta integritas, dan aturan 
perilaku pegawai) yang telah 
dikomunikasikan kepada seluruh 
pegawai 

3 Telah terdapat fungsi khusus di 2 4 3 3 3 3 3 

dalam instansi yang melayani Memadai 

pengaduan masyarakat atas 
pelanggaran aturan 
perilaku/kode etik 

4 Pelanggaran aturanperilaku I kode 3 4 2 3 3 2 3 Memadai 

etik telah ditindaklanjuti 

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 

MEMADAI 
1 Standar kompetensi setiap 3 4 2 3 2 3 3 Memadai 

pegawai/ posisi jabatan telah 
Ditentukan 

2 Pegawai yang kompeten telah 2 4 3 3 3 3 3 Memadai 

secara tepat mengisi 
posisi/jabatan 

3 Pemerintah Daerah telah memiliki 2 3 2 3 3 3 3 Memadai 

dan menerapkan strategi 
peningkatan kompetensi pegawai 

Form 1 

Ilustrasi Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner 

REKAPITULASI BASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN 
INTERN 

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEEJ 
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3 
pengelolaan Risiko, baik pelatihan Memadai 
khusus maupun pelatihan 
terintegrasi secara berkala. 

c KEPEMDrIPINAN YANG KONDUSIF KURANG 

MEMADAI 
1 Pimpinan telah menetapkan 2 3 2 2 2 3 2 Ku rang 

kebijakan pengelolaan Risiko yang Memadai 
memberikan kejelasan arah 
pengelolaan Risiko 

2 Pimpinan menerapkan 3 3 3 4 3 3 3 Memadai 
pengelolaan Risiko dan 
pengendalian dalam pelaksanaan 
tugas dan pengambilan 

3 Pimpinan membangun 2 3 3 3 3 2 3 

komunikasi yang baik dengan Memadai 
anggota organisasi untuk berani 
mengungkapkan Risiko dan 
secara terbuka menerima/ 
menggaJi pelaporan 
Risiko / masalah 

4 Gaya pimpinan dapat mendorong 3 4 3 3 3 3 3 Memadai 

pegawai untuk meningkatkan 
kinerja 

5 Pimpinan menetapkan Sasaran 3 3 3 4 3 3 3 Memadai 

strategis yang selaras dengan visi 
dan misi Pemerintah Daerah 

6 Rencana/ sasaran strategis 3 3 3 4 3 3 3 Memadai 

Pemerintah Daerah telah 
dijabarkan ke daJam sasaran 
Perangkat Daerah dan tingkat 
operasional Perangkat Daerah 

7 Rencana strategis dan rencana 2 2 3 3 2 3 2 Kurang 

kerja Pemerintah Daerah telah Memadai 

menyajikan informasi mengenai 

Risiko 
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Adanyatransparansidan 3 4 3 3 4 3 3 
ketepatan waktu pelaporan Memadai 
pelaksanaan peran dan 
tanggung jawab masing-masing 
dalam pengelolaan Risiko 

D PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG 
TEPAT MEMADAI 

1 Kriteria pendelegasian 3 4 3 4 3 2 3 Memadai 
wewenang telah ditentukan 
dengan tepat 

2 Pendelegasian wewenang dan 3 4 3 4 3 3 3 Memadai 
tanggung jawab dilaksanakan 
secara tepat 

3 Kewenangan direviu secara 2 3 3 3 3 2 3 Memadai 
periodik 

E PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG KURA.NG 
SEHAT TENTANG PEMBINAAN SOMBER DAYA MEMADAI 

MANUSIA 

1 Pemerintah Daerah telah 2 3 2 3 3 3 3 

memiliki Kebijakan dan Memadai 
prosedur pengelolaan SOM 

yang lengkap (sejak rekrutmen 
sampai 
dengan pemberhentian 
pegawai) 

2 Rekruitmen, retensi, mutasi, 2 3 2 3 3 2 3 Memadai 
maupun promosi pemilihan 

SDM telah dilakukan dengan 
baik 

3 Insentif pegawai telah sesuai 3 4 3 1 4 3 3 Memadai 
dengan tanggung jawab dan 
kinerja 

4 Pemerintah Daerah telah 2 3 2 2 3 2 2 Kurang 

menginternalisasi budaya sada Memadai 

Risiko 
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Adanya pemberian reward 2 3 2 2 4 3 2 
dan/ a tau punishment atas Kurang 
pengelolaan Risiko (Misalnya Memadai 
mempertimbangkan 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Risiko dalam 

penilaian kinerja) 

6 Terdapat evaluasi kinerja 2 3 2 2 3 3 2 Kurang 

pegawai, dan telah Memadai 
dipertimbangkan dalam 

perhitungan penghasilan 

7 Instansi telah mengalokasikan 2 3 2 1 3 2 2 Kurang 

anggaran yang memadai untuk Memadai 

pengembangan SOM 

F PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN 

MEMADAI PEMERINTAH YANG EFEKTIF 

1 lnspektorat Daerah melakukan 3 3 3 4 3 3 3 

reviu atas efisiensi/ efektivitas Memadai 

pelaksanaan setiap 

urusan/program Secara 

periodik 

2 Inspektorat melakukan reviu 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

atas kepatuhan hukum dan 

aturan lainnya 

3 Inspektorat memberikan 2 2 3 3 3 3 3 Memadai 

layanan fasilitasi penerapan 

pengelolaan Risiko dan 

penyelenggaraan SPIP 

4 APIP telah melaksanakan 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

pengawasan berbasis Risiko. 

5 Temuan dan 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 

saran/ rekomendasi 
pengawasan APIP telah 

ditindaklanjuti 
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Keterangan: 

Kolom c diisi dengan jawaban responden 
Ket J awaban : 

1 Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun 

2 Kurang Setuju/Telah dibangun/ diterapkan, akan tetapi belum 
konsisten 

3 Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa 
ditingkatkan 

4 Sangat Setuju/ Sudah dibangun a tau diterapkan dengan baik dan dapat 

ditularkan ke organisasi lain 

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap 

pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian 

Misal: 

kesimpulan tiap pertanyaan : 

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 a tau 4 dan "Kurang 

Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub 

unsur lingkungan pengendalian: 

"Mernadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur 

tersebut telah "memadai, dan "kurang mernadai" apabila terdapat simpulan 

pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai" 

b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui 

reviu dokumen. 

333 4 333 Hubungan kerja yang baik 

dengan instansi yang terkait 

atas fungsi 

pengawasan / peemriksaan 

(inspektorat, BPKP, dan BPK) 

telah terbangun 

2 

Memadai 

333 3 333 Memadai Hubungan kerja yang baik 
dengan instansi/ organisasi lain 

yang rnemiliki keterkaitan 

operasional telah terbangun 

HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH 
TERKAIT MEMADAI 

1 
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Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Grobogan 
Tahun Penilaian : 2021 

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar 
Bidang Kesehatan 

No. Somber data Uraian Kelemahan Klasifikasi 

a b c E 

1 Media massa - Banyak terjadi Penegakan integritas 

pencopotan/mutasi dan nilai etika 

pejabat daerah karena Komitmen terhadap 

tersangkut kasus hukum kompetensi 

-Pegawai belum 

ditempatkan sesuai 

dengan kompetensi clan 

Pengalaman 

2 LHP BPK No. -Pemerintah Kabupaten Penyusunan dan 

Xxx tanggal Grobogan belum memiliki pen era pan 

xxx tentang strategi dalam kebiajakan yang 

Hasil pemenuhan dan sehat tentang 

Pemeriksaan pendistribusian SDM pembinaan SOM 

BPK atas kesehatan di Puskesmas 

Efektifitas -Kualifikasi dan Komitmen terhadap 

Pengelolaan kompetensi Dokter serta kompetensi 

Sumber Daya tenaga kesehatan di 

Kesehatan RSUD Kabupaten 

JKN Grobogan belum 

memenuhi kebutuhan 

akan 

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah 
dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan 
permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan 
dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah 
persiapan penilaian, sebagai contoh data yang digunakan untuk menilai 
kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah 
Daerah secara umum yaitu : 
1) Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK; 
2) Berita pada media massa. 

Dari data di atas, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan 
lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah. Ilustrasi dapat 
disajikan sebagai berikut : 
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c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environtment 

Evaluation (CEE). 

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai 

terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan 

Wajib/Pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan 

metode Control Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian 

mandiri atas pengendalian/ Control Self Assessment (CSA) yang 

diaplikasikan pada lingkungan pengendalian. 

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau 
diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa 
responden terpilih yang memahami urusan wajib I pilihan yang dilakukan 

penilaian. 

Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan 

Pengendalian sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Pemerin tah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. 

-Pemenuhan tenaga Penyusunan dan 
kesehatan di RSUD penerapan kebiajakn 
Kabupaten Grobogan yang sehat tentang 
belum memperhatikan pembinaan SDM 
tingkat kebutuhan dalam 

pernberian pelayanan 

kesehatan 

3 SK Inspektur Jnspektorat belum Peran APIP yang 
No.Xxx melakukan audit kinerja efektif 
tanggal xxx atas penyelenggaraan 
ten tang PKPT urusan kesehatan dalam 
Inspektorat tingkat strategis 

4 LHP BPK No. - Pelayanan pasien BPJS di Kepemimpinan yang 
Xxx tanggal Kabupaten Grobogan kondusif 
xxx tentang belum optimal dan 
Hasil terdapat regulasi Dinas 

Pemeriksaan Kesehatan Kabupaten 

atas Kinerja Grobogan tidak berjalan 
Penyelenggar sebagaimana mestinya 
aan JKN yaitu ketentuan mengenai 

praktek Dokter 
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Contoh simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern Pemerintah 
Daerah menurut metode CEE yang diterapkan oleh peserta FGD 
Pemerintah Daerah yaitu memadai atau kurang memadai. 
Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan 
dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan lingkungan pengendalian 
pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat 
tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur 
pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik. 

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan. 
Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya 
disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah 
dengan menggunakan Kertas Kerja. Ilustrasi dapat disajikan sebagai 
Form 2. 

Pemerintah Daerah dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila 
diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang 
jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan. 
Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian 
adalah sebagai berikut: 
1) Penegakan integritas dan nilai etika 

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat Daerah karena tersangkut 
kasus hukum. 

2) Komitmen terhadap kompetensi 
a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan 

pengalaman. 
b) Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di 

RSUD Kabupaten Grobogan belum memenuhi kebutuhan akan 
pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN. 

3) Kepemimpinan yang kondusif 
a) Pimpinan belum menetapkan ke bijakan pengelolaan Risiko yang 

memberikan kejelasan arah pengelolaan Risiko. 
b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum 

menyajikan informasi mengenai Risiko. 
c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Grobogan belum optimal 

dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan tidak 
berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek 
Dokter. 

4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 
SDM 

a) Pemerintah Daerah belum menginternalisasi budaya sadar Risiko. 
b) Belum terdapat pemberian reward dan/ atau punishment atas 

pengelolaan Risiko. 
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c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam 

perhitungan penghasilan. 

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai. 

e) Pemerintah Daerah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan 

pendistribusian SDM kesehatan di Puskcsmas. 

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Grobogan 

belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pernberian 
pelayanan kesehatan. 

5) Perwujudan peran APIP yang efektif 

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan 

dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan 

beberapa Perangkat Daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan 

masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan. 

Mengingat pentingnya kondisi lingkungan pengendalian yang baik, 
sedapat mungkin Bupati/ Kepala Perangkat Daerah diikutkan dalam 

pembahasan kondisi lingkungan pengcndalian. Simpulan akhir atas 

kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi 

dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan lingkungan 

pengendalian. 

Proses identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dapat mengacu 
pada Perka BPKP No. 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Control Environment Evaluation (CEE). 
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~ -- 
Tujuan Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang 

akan dilakukan penilaian Risiko 
. Melakukan identifikasi Risiko dan analisis Risiko 
Menetapkan Risiko-Risiko yang akan ditangani lebih 
lanjut (dibangun RTP-nya) 

Keluaran Daftar tujuan/ sasaran strategis Pemerintah Daerah 
untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya 
Daftar tujuan/ sasaran strategis (Entitas) OPD I 

Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap 
urusan dan indikator keluarannya 
Kertas Kerja identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan 
Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah 
Kertas Kerja identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan 
Wajib/Pilihan Strategis (Entitas) OPD 
Kertas Kerja identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan 
Wajib/Pilihan Opcrasional OPD 
Kertas Kerja hasil Analisi Risiko Urusan Wajib/Pilihan 
Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD. 
dan Operasioanal OPD 

Pelaksana/ Pihak Strategis Pemerintah Daerah 
Terkait Sekda selaku koordinator 

UPD Pernda (Kepala Daerah clan Kepala OPD/SKPD) 
.Fasilitator 
Strategis (Entitas} OPD 
Sekda selalru koordinator 
UPR Tingkat Es 2 (Kepala OPD / SKPD dan 
Kabag/ Kabid OPD) 

Operasional OPD 
Kepala OPD 

. Unit Pemilik Risiko Tingkat es 3,4 OPD fasilitator 
Waktu Strategis Pemerintah Daerah 

Penyusunan RPJMD 
.Direviu Z dimutakhirkan setiap tahun pada saat 
penyusunan KUA/PPAS 

Strategis (Entitas) OPD 
.Pada saat penyusunan Renstra OPD 
Dirivi.u/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat 
penyusunan RKA-OPD 

Operasional OPD 
Pada saat penyusunan RKA-OPD 

- CSA/FOO Sumber data 
I utama 

2. Penilaian Risiko 

Ikhtisar penilaian Risiko dapat disajikan sebagai berikut : 
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a. Menetapkan konteks/tujuan 
1) Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan 

penilaian Risiko. 
Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah 
menetapkan "konteks/tujuan". DaJam tahap ini akan ditetapkan 
tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat 
strategis (entitas) Pemerintah Daerah, dan tingkat operasional 
Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian 
Risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada 
tiap tingkatan, Risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat 
diidentifikasi dan dianalisis. 

Tujuan dari tahap penetapan kontcks/tujuan adalah untuk 
memperoleh informasi tujuan/ sasaran dan indikator kincrja 
organisasi yang akan dicapai, Keluaran yang diharapkan pada 
tahap ini adalah adanya daftar tujuan/ sasaran, indikator kinerja 
pada tingkal strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat 
Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan 
disepakati oleh Kcpala Daerah dan Pirnpinan Perangkat Daerah. 

e Memvalldosl rlslko 

e Mengevoluosl 
pengendollon 
yangodadan 
yang dibutuhkon 

eMenyusun 
Reneono Tlndolc 
Pengendollan RTP 

e Mengldentiflkosl 
risllco 

• Melokukon onollsis 
rfsllco 

e1v1enetopon 
l<onteka/ Tujuon 
yang olcon 
dllokulcan 
penllolon risiko 

e rnenyloplcon 
penllolon rl•lko 

Langkah kerja penilaian Risiko urusan wajib / pilihan digambarkan 
sebagai berikut : 
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Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko 

didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut 
merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih 
memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta 

penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau 
pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung 
pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum 
dalarn RPJMN. 

Pernilihan terhadap suatu tujuan/ sasaran tertentu bukan 
berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan 
dinilai Risiko dan pengendaliannya. Penilaian Risiko dan 

pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai 

kebutuhan. 
Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat 
dijelaskan sebagai berikut: 
a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah. 

Ikhtisar penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah 

disajikan sebagai berikut: 

....... .,..o.•.111 
~Ufl<lf'O 1,1, r 

J.~ 

T.....-a .,.__ 
~ 

11. 
t•-~1 04"0 I 2, 

s.e« 

,.-- - 
--'°'-le -- 
- Stnua,s ---, SUM .. < ICM.cti OPO 

ll,....uJ OIOO l 2 3, 1. l. J Ott 
Dot 

TuJu-&S-...., SU.- lt"tttHI ~ 
1, 2.3. OU 

., 
RENSTAA ~ 1, 2, 3, 

OU 

.,...,.~"~.0 
wu ... u,vw,, 

W.a,;t,!M.t,..., p.sa 
~er,-OM,.,. 

D 
D 

PtME1'1NTAH 
OAEAAH 

Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja 

(organisasi) dengan tingkat penilaian Risiko disajikan sebagai 
berikut: 
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Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada 

dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang 

tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan 

konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah 

dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan 

tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau 

pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang 

menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan 

selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan 

Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". 

Sebagai contoh, berdasarkan "Dokumen Arahan dan 

Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan" Pemerintah Daerah 

menetapkan Konteks Strategis Pemerintah Daerah yang akan 

dilakukan untuk 2 tujuan strategis, yaitu tujuan 1 dari misi 

1, tujuan 1 dari misi 2, dan tujuan 1 dari misi 3. 
Sebagai contoh dalam penilaian Risiko tujuan strategis 1, 

maka peserta CSA/FGD adalah: 
(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari 

Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon 2) 

yang memiliki keterkaitan secara fungsi dan kegiatan 

terhadap tujuan srategis 1, antara lain pada : 

a) Dinas Keschatan; 

b} RSUD Kabupaten Grobogan; 
c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana (DP3AKB); 

Surnber data utomo 

- Penttopon kontaka dilokl<lnoltan podO aoat pert;ullM'lOf1 RP.IMO 
- onviuf dlmut<*hirkan Ntlop ~n podO IOOt penywunan KUA/Pf'AS 

RPJMO 

- Selcdo selaku Koordinotor 
- Unit PemAik Risiko Pemel'intoh Doefoh (Kepalo OOeroh don Kepalo 

OPOfSXPO) 
• FoslUtatOf 

Peloksono/Plholc Terkoit 

Msmperoleh lnformosi tujuon/ so saran strotegis Pemerlotoh Oo8'oh untulc 
tlop·tlop uruson don Indicator lcinerjonya 

• O<Jftar tujuan/10tOran strotegll pemenntoh daerd'I 
dCln lndikator kinerjanyo 

• t)cdtor U11.190n Wcfb/Pllihon dan OPO yong Tericolt 

Tujuan 
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RPJMD; 
(d) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah 

Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. 

Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa 

seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; 

(e) Tuangkan hasil identifikasi sebagaimana contoh 

form 3 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini : 
(a) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat 

perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut 

RPJMD dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, 
maka peserta FGD menyepakati tujuan/ 

sasaran/indikator yang akan digunakan untuk 

keperluan penilaian Risiko; 

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : 
(a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data 

lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian 

tugas clan jabatan, dsb; 

(b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja 

Uta.ma terkait tujuan strategis yang diidentifikasi 
sebagaimana tercantum dalam RPJMD; 

(c] Identifikasi data atau inforrnasi lain yang relevan 

misal prioritas pembangunan atau program 

unggulan terkait dengan tujuan/ sasaran dari 

urusan wajib / pilihan yang dipilih berdasarkan 

strategis Langkah penetapan konteks/tujuan 

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Kehadiran pejabat eselon 2 sangat dianjurkan dalam 

CSA/FGD, walaupun dapat juga dihadiri oleh pejabat 

eselon 3 dari PERANGKAT DAERAH namun sifatnya 

sebagai pendamping. 
(2) Fasilitator 

Fasilitator adalah pihak yang bertugas memandu 

instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi 

langkah proses penilaian Risiko. Fasilitator dapat 
berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, 

Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten. 
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b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) 
Daerah Ikhtisar penetapan tujuan Strategis 

Perangkat Daerah disajikan sebagai berikut : 

Perangkat 
(Entitas) 

. Dinas Kesehatan 
RSUD Kabupaten Grobogan 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, PcrLindungan Anak dan 
Keluarga Berencana (DP3AKB) 

. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Sasaran 3.2. L meningkatnya keselamatan ibu anak 

.Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 

. Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat 
. Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasl olahraga di Kabupatcn 
Grobogan 
Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta pemuda dalam .... 

Usia Harapan Hidup ditentukan oleh jum1ah kernatian bayi, jika 
angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan hidup 
rend ah. 
Prioritas pernbangunan 
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 
Peningkatan pelayanan kesehatan Anak balita 

. Program pencegahan dan penanggulangan pcnyakit menular 
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 
Program Promosi Ke.seb a ta n dan Pemberdayaan Masvarukar 
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Tujuan 3.2 Mcningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 
1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dari Anak 

Tujuan 3 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 
Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 
Tujuan L2 Meningkatnya kohevitas rnasyarakat 
Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi 
Tujuan 2.2 Meningkatnya kelayakhunian 
Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi 
Tujuan 2.4 Menurunnya Risiko bencana 
Tujuan 2.5 Meningkatnyakualitas lingkungan hidup 
Tujuan 3. l Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 
Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial 
Tujuan 3.4 Meningkatnya partrsipasi perempuan dalam 
pembangunan 
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 
Tujuan 4.2 Meningkatnya pernerataan ekonorni 

: Pemerintah Kabupaten Grobogan 
: 2021 
: Tahun 2021-2026 

Strategis 

Tujuan, Sasaran, iku 
yang akan dilakukan 
penilaian Risiko 

Priorotas 
Pem.bangunan dan 
Program Unggulan 

IKU Sasaran RPJMD 

Sasaran RPJMD 

Risiko 
Pemda 
Dinas Terkait 

Strategis 
Penetapan Konteks 

Sumber Data 
Tujuan Strategis 
RPJMD 

Nama Pemerintah 
Daerah 
Tahun Penilaian 
Periode yang dinilai 

Sebagai ilustrasi, penetapan Konteks/Tujuan 

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 

(b) Perbedaan pada poin (a) tersebut dapat menjadi bahan 

masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan 

(RPJMD). 
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Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Penetapan konteks 
Risiko Strategis 
Pemerintah 
Dae rah 

Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial 
1'ujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam 
pembangunan 
Tujuan 4 .1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi 

1'ujuan Strategis 
RPJMD 

1'ujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola 

pernerin tahan 
1'ujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat 
Tujuan 2 .1 Meningkatnya kualitas transportasi 
Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian 
Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi 
Tujuan 2 .4 Menurunnya Risiko bencana 
Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 
Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan 

Na.ma Dinas Terkait RSUD Kabupaten Grobogan 
Dinas Pemberdayaan Perernpuan, Perlindungan Anak, 
dan Keluarga Berencana (D P3AKB) 

Sumber Data RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 

Nama Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Penilaian 2021 
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 

Dinas Kesehatan 

CONTOH PENERAPAN 

PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH 

Form 3 

Sumber data utarna 

Waktu 

Pelaksana/ Pihak 
Terkait 

Memperoleh informasi tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD 
yang terkait untuk tiap-tiap urusan dan indicator kinerjanya 
Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD yang terkait untuk 
tiap-tiap urusan dan indicator kinerjanya 
-Sekda selaku coordinator 
Unit Pernilik Risiko Tingkat Eselon 2 ( Kepala OPD/SKPD dan 
Kabag/Kabid OPDJ 

. Fasihtator 
· Pada saat penyusunan Renstra OPD 
-Dircviu/dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan 
RKA-OPD 
Renstra OPD 

Keluaran 

Tujuan 
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Penetapan tujuan/konteks Strategis (Entitas) Perangkat 

Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah 

sesuai urusan yang diampunya, sebagai contoh, Dinas 

Kesehatan akan menetapkan tujuan/konteks Strategis 

(Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan Wajib 

Kesehatan (Koordinator). Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat akan menetapkan tujuan/konteks 

Strategis (Entitas) Perangkat Daerah terkait dengan Urusan 

Wajib Pekerjaan Umum (Koordinator). 

Tujuan, Sasaran, Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
IKU yang akan Sasaran 3.2.2 Meningkatnya k:ualitas kesehatan masyarakat 
dilakukan penilaian Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan 
Risiko Anak 

Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan 
Anak 

Prioritas Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 
pembangunan dan Program Pencegahan dan PenangguJangan Penyakit 
program unggulan Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian 
bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka 
harapan rendah. 

IKU Sasaran 
RPJMD 

Sasaran 3.2. l Meningkatnya keselamatan ibu anak 
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan 
masyarakat 
Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat 
Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di 
Kabupaten Grobogan Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran 
serta Pemuda dalam pembangunan Sasaran 3.2.6 
Meningkatnya kesehatan reproduksi 

Sasaran RPJMD 



50 

~Olen ~pn>gOtT\ t419Gtanutomo.. ~qgio~dan 
ncJ ot11!o, t-.iaron '-"lWt t.ap-:x,p unJCOn wofb/~ yong dblOlo oWl 
s.iiopOPO 

• OdUw ~ agiatal\~ Of'Owt!S tiop-topurutandan ~or 
aluCJroM','O 

• ICepolO Of'O 
· lnl P9mlik RIUO T ir,gcot (*>'\ 3, <4 
• Fo11, atCf 

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) 

Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai 

berikut: 

( 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat 

Daerah, serta data terkait lainnya; 
(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja 

Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan 

wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung 

pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada 

penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah; 

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (cntitas) 

Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian 
Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko 

bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi, sebagaimana form 4 

Penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat 

Daerah juga dilakukan pada Perangkat Daerah terkait yaitu 

RSUD Kabupaten Grobogan, DP3AKB, dan Dinas Pekerjaan 

Umum clan Perumahan Rakyat (sesuai basil penetapan 

konteks strategis Pemerintah Daerah) 

c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah 
Ikhtisar penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 

Daerah disajikan sebagai berikut: 
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Nama Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi 
Jawa Tengah Tahun Penilaian 2021 

Periode yang dinilai Periode RPJMD Tahun 2021-2026 
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bi dang 

Kesehatan 

Perangkat Daerah yang Dinilai Dinas Kesehatan 

Peran Perangkat Daerah Perangkat Daerah Koordinator 

Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten 

Grobogan 

Tujuan Stratcgis Meningkatkan derajat kcsehatan masyarakat 

1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan 
Sa saran Reproduksi 
Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan. 

IKU Renstra IKU 2021-2026 
Perangkat Daerah Angka Kematian lbu Melahirkan Per 57 

100.000 Kelahiran Hidup 

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 3,2 

Kelahiran Hidup 

Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 3,6 

Kelahiran Hidup 

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh 100 

Tenaga Kesehatan yang memiliki 

Kompetensi Kebidanan 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum ada 

JKU Lansia Belum ada 

IKU Gizi Belum ada 

IKU Kesehatan Reproduksi Belum ada 

Informasi lain - 

Form 4 
Contoh Penerapan 

penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah pada 
Dinas Kesehatan 
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Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah 
dilakukan oleh masing-rnasing Perangkat Daerah terkait 
sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/ konteks 
operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung 
tujuan strategis Perangkat Daerah. 
Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat 

Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut: 
(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat 

Daerah, serta data terkait lainnya; 
(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait 

dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah 

dipilih sebelumnya; 
(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang 

akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang 
akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan 
untuk seluruh kegiatan utama. Namun dcmikian, 
Perangkat Daerah bisa memilih sebagian 

program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi 
kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya; 

Tujuan Strategis : 

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Tujuan, Sasaran Strategis: 
Sasaran, fKU Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan 
yang akan Reproduksi 
dilakukan 

penilaian IKU Strategis: 
Risiko -Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran 

Hidup 
-Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup" 

Dst 
Kabupaten Grobogan, September 2021 

Kepala Dinas Kesehatan 

............................ 
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Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Pcnilaian 2021 

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang 

Kesehatan 
Perangkat Daerah yang Dinilai: Dinas Kesehatan 

Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
Program Dinas 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
Kesehatan (Renja 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 

2019) dan Kegiatan Bali ta 

Utama 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 
s. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan 

dan anak 
l. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 7.455 

ibu 
hamil 

2. Pertemuan ANC Terpadu 30 

Keluaran/Hasil orang 

Kcgiatan peserta 

3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil 
resiko tinggi dalam penggunaan Buku 50 

KIA dan Pasca salin dengan pelayanan orang 

darah peserta 

pada sektor ekstcrnal 

4. Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan 20 

Kesehatan Peduli Remaja orang 
peserta 

5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah 20 

lanjutan 1 Kl orang 
pescrta 

(4) Menuangkan basil identifikasi. 

Sebagai ilustrasi, terkait dengan pelaksanaan Urusan 

Wajib Kesehatan maka penetapan Konteks/Tujuan 

operasional Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan 

adalah sebagai berikut: 
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a) Menetapkan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan 

Risiko. 
Penetapan skala dampak clan kemungkinan agar mengacu 
kepada pedoman ini, sebagaimana telah disajikan pada 

lampiran Bab II. Selain itu, penetapan kriteria dan skala 

dampak serta kemungkinan dapat ditetapkan melalui FGD. 

Sumbef doto utomo - Pedomon Peniloion Risiko 
-CSA/FGD 

Woktu • Penyusl.ll(l'I RP Jt.Cl 
- Dwevlu/dmutakhift(ll Mtlap totlln podo IClat penyust.rm KUA/PPAS 

Kek.taron - Skda d<J'npok don kemoogtlnan 
- Skola ritiko yang dapot d~mo 

Pelaksona/Pihak Terkolt - Unit Pemiik Risiko Tingkot Pemerintoh oaerah, EselOn 2. 3 con 4 
- Fosilitator 

Tujuan - Menetapkon krtteria don skala dompok serta kemungkinan risiko 
- Menetapkon skola risiko yang dopat diterima 

1) Menyiapkan penilaian Risiko. 
Sebelum proses penilaian Risiko dimulai, beberapa hal perlu 

dipersiapkan terlebih dahulu. Ikhtisar persiapan penilaian Risiko 

disajikan sebagai berikut : 

Informasi Lain - I 
Kegiatan, dan Program Peningkatan Keselamatan lbu melahirkan dan 

indikator keluaran anak 

yang akan dilakukan 

penilaian 

Risiko 
Kabupaten Grobogan, September 

2021 

Kepala Dinas Kesehatan 

··························· 
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b. Identifikasi Risiko 

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian 

tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang 

diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pericapaian 

tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah 

pernah terjadi a tau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada 
tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga 

disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, 

penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah 

dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan 

(uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima 

darnpak Risiko. 
Contoh kode Risiko yang digunakan dalam pedoman ini 

menggambarkan tingkat Risiko, tahun pelaksanaan penilaian 

Risiko, jenis urusan, entitas/ Perangkat Daerah yang menilai, dan 

nomor urut Risiko di entitas/ Perangkat Daerah. Contoh Kade 

Risiko adalah se bagai beriku t : 

Semua kesepakatan yang diperoleh agar dituangkan ke dalam 

dokumen. Hasil kesepakatan akan dijadikan acuan dalam 

tahap-tahap berikutnya. 

d) Menyiapkan bahan-bahan 

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko, perlu 
dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, 

peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil 

penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja 

penilaian Risiko, dan sebagainya. 

b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima. 

Tingkat Risiko dapat ditentukan melalui perhitungan skala 

nilai Risiko dan matriks analisis Risiko sebagaimana telah 

disajikan pada lampiran Bab II pedoman ini. 

c) Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu 
dokumen. 
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ldentifikasi Risiko urusan dilakukan sebagai berikut : 

1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/ 

program/ kegiatan/ urusan; 

2) Identifikasi kejadian Risiko selain mendasarkan pada 

permasalahan yang pernah terjadi dalarn setiap tahapan, juga 

mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan 

menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi Risiko 

urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini 

menggunakan CSA/FGO. 

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan sebagaimana form 

5. 

RSO Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat 
Daerah 

21 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2021 

00 Kode urusan wajib/pilihan (untuk Risiko strategis 

Perangkat Daerah dan Operasional) atau tujuan strategis 

(untuk Risiko strategis Pemerintah Daerah). 

05 = Kode Pemerintah Daerah yang menilai (untuk Risiko 

strategis Pernerintah Daerah) atau kode Perangkat Daerah 

yang menilai (untuk Risiko strategis Perangkat Daerah dan 

Operasional) 

01 = Nomor urut Risiko 

Tahun 
Entitas / Nomor urut 

Tingkat Pelaksanaan 
Perangkat Risiko di 

Jen is 

Risiko 
Daerah Entitas/ Kode Penilaian .Risiko 

Risiko 
yang Perangkat 

Menilai Daerah 
RSO 21 00 05 01 RS0.21.00.0S.01 
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01 Pendidikan 21 Persandian 

02 Kesehatan 22 Kebudayaan 

03 PU dan Tata Ruang 23 Perpustakaan 

04 Perumahan dan Kawasan Pennuk:unan 24 Kearsrpan 

05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perhndungan 25 Kelautan dan perikanan 

Masyarakat 26 Pariwisata 

06 Sosial 27 Pertaman 

07 Tenaga Kerja 28 Kehutanan/Perkebunan 

08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak 29 Energi dan surnber daya mineral 

09 Pangan 30 Perdagangan 

10 Pertanahan 31 Perindustrian 

11 Lingkungan Hidup 32 Transmigrasi 

12 Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi 
Administratif 

13 Pemberdayaan masyarakat dan desa 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD 

14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 35 Pembinaan dan Pengawasan 

15 Perhubungan 36 Perencanaan pernbangunan, Iitbang 

16 Komuni.kasi dan informatika 37 Keuangan dan Pendapatan 

17 KUKM 38 Kcpegawaian dan Pengemba.ngan SDM 

18 Penanaman Modal 39 Bencana 

19 Kepemudaan dan olah raga '10 Po link 

20 Stat:tstik 99 Lainnya 

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka 

sebagai berikut 

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut 

RSP Strategis Pemerintah Daerah 

RSO Strategis Perangkat Daerah 

ROO Operasional Perangkat Daerah 

Tahun Entitas/ Nomorurut 
Tingkat Pelaksanaan Jenis Perangkat di Entitas/ 
Risiko Penilaian Risiko Daerah yang Perangkat Kode 

Risiko Menilai Daerah 
RSP 22 01 01 01 RSP.22.01.01.01 
RSO 22 02 05 01 RS0.22.02.05.01 
ROO 22 03 25 01 R00.22.03.25.01 

Form 5 

Con toh Kode Risiko 
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Oleh karena itu, pemilihan peserta CSA/FGD juga agar 

mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta CSA/FGD 

untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah 

Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk 

penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala 

Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta 

CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala 

Perangkat Daerah Kabag/ Kabid Perangkat Daerah serta 

Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam CSA/FGD sebaiknya melibatkan 

fasilitator (Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau 

pihak lain yang berkompeten) dan pegawai yang bertugas untuk 

mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD. 
Sebagai contoh, pelaksanaan CSA identifikasi Risiko pada 

Kabupaten Grobogan dilakukan scbagai berikut: 
1) Masing-masing peserta menyampaikan Risiko-Risiko yang dapat 

menghambat pencapaian tujuan/ sasaran terpilih; 

2) Risiko-Risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan 

pada layar LCD; 

3) Seluruh Risiko divalidasi dan dievaJuasi bersama-sama peserta; 

4) Menetapkan dan menyepakati Risiko sesuai basil diskusi; 

01 Pemerintah Daerah 18 Dinas Perhubungan 
02 Sekretariat Daerah 19 Dinas Komunikasi clan Infonnatika 
03 Sekretariat DPRD 20 Dinas Perdagangan clan Koperasi Usaha Kecil 

Menengah 
04 lnspektorat Daerah 21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Penzinan 

Terpaclu 
05 Dinas Pendidi.kan Satu Pintu 
06 Dinas Kesehatan 22 Dinas Pariwisata 
07 Dinas Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang 23 Dinas Pemucla clan Olah Raga 
08 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 24 Dinas Pcrindustrian 
09 Satuan Polisi Pamong Praja 25 Dinas Perpustakaan dan kearsipan 
LO Dinas Sosial 26 Dmas Pertanian 
11 Dinas Ketenagakerjaan 27 Dinas Perikanan 
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Anak 
13 Dinas Ketahanan Pangan 29 Sadan Pengelolaan keuangan, Pendapata:n a:n Aset 

Daerah 
1-1 Dinas Lingkungan Hidup 30 Badan Kepegawaian Daerah 
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31 Sadan Penanggulangan Bencana Daerah 
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
17 Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelua:rga 33 RSUD 

Beren can a 99 Lai.nnya 

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut: 
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Selanjutnya berdasarkan CSA/FGD telah teridentifikasi Risiko 

Strategis Pemerintah Daerah : 
a) Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah; 
b) Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang 

Kesehatan. 
Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis 

Pemerintah Daerah disajikan pada form 6. 

5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut Risiko (pemilik 

Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko 

apakah dapat dikendalikan ( controllable) a tau tidak dapat 
dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, 
serta penerima dampak Risiko). 

Hasil identifikasi Risiko pada Urusan Wajib Kesehatan pada 
Kabupaten Grobogan dengan langkah tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1) Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk 
mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam 
pencapaian tujuan strategis Pernerintah Daerah. 

Tujuan / Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang akan 
dilakukan pengelolaan Risiko : Meningkatnya derajat kesehatan 
rnasyarakat. 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko 

strategis Pemerintah Daerah : 

a) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan Risiko 

yang discbabkan kclemahan pengendalian yang menjadi 

tanggung jawab Bupati/ tingkat Pemerintah Daerah (misal: 
peraturan/ monitoring dan lain-lain). 

b) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung 

jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati. 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi 

kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 

Pemcrintah Daerah untuk memastikan/membantu 

pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal 

dalam bentuk peraturan/ keputusan/ SE Bupati atau 

pemantauan oleh Bupati. 

d) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor 

faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah 

yang dapat mengganggu pencapaian tujuan stratcgis 

Pemerintah Daerah. 

e) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan 

tujuan strategis yang dipilih untuk mcnjaring permasalahan 

pencapan tujuan strategis / operasional Perangkat Daerah 
yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh Bupati. 

D Risiko strategis Pemcrintah Daerah dapat berupa Risiko yang 

menurut Bupati mcrupakan Risiko yang penting, sehingga 

diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati. 

g) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi 

Bupati. 
2) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah 

Jdentifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan 

untuk mengidcntifikasi kejadian yang dapat mengancam 

pencapaian tujuan strategis (en Litas) Perangkat Daerah yang 

terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih 
pada tahap penetapan konteks strategis Pcmerintah Daerah. 

Sebagaimana dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten 

Grobogan telah menetapkan konteks/tujuan strategis (entitas) 

Perangkat Daerah Urusan Wajib Kesehatan yang akan dilakukan 

penilaian Risiko. 
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Tujuan/ Sasaran Strategis Dinas Kesehatan yang akan dilakukan 

pengelolaan Risiko terkait Urusan Wajib Kesehatan : Tujuan 

Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan 

Sasaran Strategis Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak 
dan Reproduksi. 

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko 
Strategis (Entitas) Dinas Kesehatan : 

a) Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak 

dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur). 
b) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan; 
c) Sarana pendukung ANC kurang memadai; 
d) Mutasi tenaga kesehatan terlatih. 
Contoh Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis 
Perangkat Daerah dapat disajikan sebagaimana form 7. 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko 
strategis Perangkat Daerah sebagai berikut : 
a) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang 

disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi 
tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (Kebijakan kepala 
Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring 
kepala Perangkat Daerah dll) - Pengendalian yang nantinya 
dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh 
kepala Perangkat Daerah. 

b) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi 
kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat 
Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah 
/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat 
Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian 
tujuan strategis Perangkat Daerah terkait. 

c) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor 
faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat 
Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis 
Perangkat Daerah. 

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan 
strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring 
permasalahan pencapan tujuan strategis / operasional 
Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan 
oleh kepala Perangkat Daerah. 
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e) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang 

menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang 

penting, sehingga diperlukan langkah pengendalia oleh 

kepala Perangkat Daerah. 

f) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/ divalidasi oleh 
Kepala Perangkat Daerah. 

3) Risiko Operasional 
Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk rnengidentifikasi 
kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian 
tujuan kegiatan Perangkat Daerah. 
Dicontohkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan telah 
menetapkan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah 
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang akan 
dilakukan penilaian Risiko. 
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Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan penilaian Risiko 
terkait Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan: 

Jaminan Persalinan (DAK non fisik). Tujuan Kegiatan tersebut 

adalah: Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. 

Selanjutnya berdasarkan CSA, telah teridentifikasi Risiko 
Operasional Dinas Kesehatan : 

a) Pertanggungjawaban tidak tepat waktu; 
b) Pengadministrasian tidak tepat waktu; 

c) Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan 

mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu 
kelengkapan klaim, berupa dokumentasi. 

d) Kegagalan mengidentifikasi permasalahan. 

Contoh Formulir kertas kerja ldentifikasi Risiko Operasional 

Perangkat Daerah disajikan sesuai form 8. 

c. Analisis Risiko 

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko 

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan 
disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis Risiko 

urusan wajib/ pilihan. 
Sebagai contoh, analisis Risiko atas Urusan Wajib pelayanan 

Dasar bidang Kesehatan pada Kabupaten Grobogan dilakukan 

melalui metode CSA. Berdasarkan Risiko yang telah 

diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor 
terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang 
disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. 

Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta 

dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk 

mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko. 
Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko, sebagaimana form 8. 

2) Memvalidasi Risiko 
Hasil analisis Risiko Tingkat Strategis Pemerintah Daerah 
selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan 
Tingkat Strategis [Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional 

Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat 

Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan 

diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, Risiko 
dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan 

untuk ditangani. 
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Nama Pemda : Pernerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa 
Tengah 

Tahun Penilaian : 2021 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
U rusan Pemerin tahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Analisis Risiko 

Skala "Riaiko" yang Kode Skala Skala No. Kemungki Teridentifikasi Risiko Dampak*) Risiko 
nan*) 

a b c d e f=dxe 
l Risiko Strategis 

1 Penerapan Perilaku Hidup RSP.22. 3 3 9 
Bersih Sehat (PHBS) rendah 01.01.01 

2 Pelayanan kcsehatan belum RSP.22. 4 4 16 
memenuhi SPM Bidang 01.01.02 

Kesehatan 

II Risiko Strategis Perangkat 
Daerah 1: Dinas Kesehatan 

1 Penggunaan Jayanan RS0.22. 4 3 12 

kesehatan rendah 01.05.02 

(Persalinan tidak dilakukan 

pada faskes, kunjungan ibu 

hamil tidak teratur) 

2 Kualitas pclayanan APN tidak RS0.22. 4 4 16 

sesuai SPM Kesehatan 01.05.03 

3 Sarana pendukung ANC RS0.22. 4 2 8 

kurang memadai 01.05.04 

4 Mutasi tenaga kesehatan RS0.22. 4 3 12 

terlatih 01.05.10 

III Risiko Operasional 

Perangkat Daerah 1: Dinas 

Kesehatan 

Form 9 
Formulir Hasil Analisis Risiko 
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Keterangan: 

Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dngan Risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b 

Kolom c diisi dengan kode Risiko sesuai lampiran 6a dan 6b 

Ko1om d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata 

rata/ modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi 
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan r ata 

rata/ modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi 

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala 

kemungkinan 

1 Data Ibu hamil miskin yang R00.22. 4 4 16 

belum memiliki j aminan 01.05.02 

kesehatan lainnya dari 

kecamatan dan kelurahan 

belum ada 

2 Perhitungan kebutuhan dana R00.22. 2 2 4 

tidak tepat 01.05.03 

3 Proses cross check data R00.22. 3 2 6 

dengan BPJS dan Jamkeskot 01.05.04 

yang membutuhkan 

waktu lama 

4 Adanya pasien yang masih R00.22. 3 1 3 

dikenakan biaya oleh 01.05.09 

RS/ Bidan ( double claim ) 

5 Pertanggungjawaban tidak R00.22. 4 3 12 

tepat waktu 01.05.10 

6 Pengadministrasian tidak R00.22. 4 2 8 

tepat waktu 01.05.11 

7 Laporan Realisasi Keuangan R00.22. 4 2 8 

Triwulan: Kesulitan 01.05.12 

mengumpulkan administrasi 

syarat pencairan, yaitu 

kelengkapan klaim, berupa 

dokumentasi 

8 Kegagalan mengidentifikasi R00.22. 4 3 12 

permasalahan 01.05.13 
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Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa 

Tengah 
Tahun Penilaian : 2021 

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

No Risiko Prioritas Kode Skala Pemili Penyebab Dampak 

Risiko Risik k 

0 Risiko 

a b c d e r g 

I Risiko Strategis 

1 Pelayanan RSP.22.0 16 Kepala 1. Sarana AKI tinggi AKB 

kesehatan belum 1.01.02 Daera prasarana tinggi Akaba 

memenuhi SPM h belurn Peningkatan 

Bidang Kesehatan rnemadai kasus gizi 

2. (Puskesmas buruk Kasus 

PONED tidak HIV meningkat 

tersedia,) Kasus TB 

3. Jumlah tenaga meningkat 

kesehatan Angka kejadian 

belum Penyakit Tidak 

memadai Menular (PTM) 

Contoh Formulir Hasil Analisis Risiko untuk tujuan strategis 

"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat", maka Daftar Risiko 

Prioritas Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut: 

Keterangan : 

Sangat Jarang 

Kemungklnan 
kecll 

Kemungklnan 
besar 

MATRIKS 
ANALISIS RISIKO 

Hamplrpastl 

Urusan Wajib Petayanan dasar Bidang Kesehatan 

Berdasarkan CSA atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh 

hasil sebagaimana disajikan Matrik Analisis Risiko berikut: 
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(Tenaga tinggi 

laboratorium) Angka kejadian 

Penya kit 

Menular tinggi 

Angka stunting 

tinggi 

11 Risiko Strategis 
Perangkat Daerah 
1 

1 Kualitas pelayanan RS0.22. 16 Kepala 1. Alat pendukung Kualitas 

i\PN tidak sesuai 01.05.03 Din as ANC tidak pelayanan ANC 

SPM Kesehatan dikalibrasi tidak sesuai 

2. Regen dan alat SPM kesehatan 

pendukung 

ANC kurang 

3. Tenaga 

laboratorium di 

Puskesmas 

kurang 

III Risiko 
Operasional 
tf>erangkat Daerah 
1: Dinas 
K.esehatan 

1 Data Ibu hamil R00.22. 16 Kepala Kurangnya Perencanaan 

miskin yang belum 01.05.02 Bidang koordinasi kurang tepat 

memiliki jaminan dengan Dinas 

kesehatan lainnya Sosial 

dari kecamatan 

dan kelurahan 

belum ada 
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Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian 

kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam 
rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan 
prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. 
Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika : 
a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, 

namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi; 

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 
c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; 

Waktu 

Pelaksana/ 
Terkait 

Keluaran 

Tujuan - Mengidentifikasi pengendalian yang sudah ada terkait dengan 
Risiko yang diprioritaskan uriruk ditangani (dikelola) 

• Menilai efektifttas pengendalian yang sudah ada 
• Mengidentifikasi pengendalian yang masih ada yang masih 

dibutuhkan/dibangun 
- Daftar pengendalian yang ada untuk masing-masing Risiko 

prioritas urusan wajib / pilihan 
- Hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan untuk 

masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan 
Pihak : Startegis Pemerintah Daerah 

- Sekda selaku Koordinator 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 (Kepala OPD/SKPD dan 

Kabag/Kabid OPDJ 
- Fasilitator 
Strategis {Entitas) OPD 
- Kepala OPD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Camat 
- Fasilitator 
Operasional OPD 
• Kepala OPD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3,4 
· Fasilitator 
Startegis Pemerintah Daerab 
- Penyusunan RPJMD 
• Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan 

KUA/PPAS 
Strategis j Entitas) OPD 
• Penyusunan Renstra OPD 
• Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan 

RKA-OPD 
Operasional OPD 
Pada saat penyusunan RKA-OPD 
CSA/FGD Sumber data utama 

Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk clitangani, 

Pemerintah Daerah diharapkan membangun pengendalian 

untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (preventij), 

menurunkan darnpak dari Risiko yang muncul (mitigatij), atau 
keduanya. 

3) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 
lkhtisar Evaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan 
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Pelaksana/ 
Terkait 

Tujuan • Mengidentifikasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk 
mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian 

• Mengidentfikasi RTP untuk mengatasi Risiko pada strategis 
Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, tingkat 
operasional OPD 

- Dafter Rencana Tindak Pengendalian (R'f P) untuk mengatasi 
Risiko 

- Rekapitulasi RTP 
Pihak : Startegis Pemerintah Daerah 

- Kepala Daerah 
- Sekda selaku Koordinator 

Keluaran 

berwenang, dan terkait dalam membangun pengendalian, 
yaitu Kepala Bidang. 

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 

penanggungjawab pengendalian yang 
Penanggung jawab pengendalian yang 

terdiri dari pihak-pihak yang berkompeten, 

(4) Penetapan 
dibutuhkan 

dibutuhkan 

d) Kebijakan clan prosedur yang ada tidak sesuai dengan 
peraturan diatasnya. 

Sebagai contoh, dalam Penilaian Risiko Operasional Dinas 
Kesehatan pada Kabupaten Grobogan, langkah ini dilakukan 
se bagai beriku t : 

a) Risiko Operasional : Data lbu hamil miskin yang belum 
memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan 
kelurahan belum ada. 
(1) Kebijakan yang sudah ada untuk menangani Risiko ini 

adalah Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes 
Nomor 3 Tahun 2019). 

(2) Penilaian efektfitas pengendalian yang ada dan kelemahan 
pengendalian (celah pengendalian). Celah pengendalian ini 
contohnya seperti pengendalian yang ada belum mampu 
menangani Risiko yang ada, pengendalian yang ada tidak 
sesuai dengan peraturan diatasnya, pengendalian belum 
diikuti dengan prosedur baku yang jelas, pengendalian 

belum dilaksanakan, atau pengendalian masih lemah 

(masih ada Risiko lain yang timbul]. 
(3) Mengidentifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan 

Beberapa kebijakan yang masih perlu dibangun oleh 
Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menangani Risiko 
pada Urusan Wajib Kesehatan antara lain adalah Evaluasi 
atas Implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019). 



77 

a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan 

Lingkungan Pengendalian. 
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah 

teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. 
Sebagai contoh, berdasarkan kelemahan lingkungan 

pengendalian intern yang disajikan dalam lampiran form 2, 

selanjutnya disusun Rencana Tindak Perbaikan untuk 
Lingkungan Pengendalian sebagaimaria sebagai berikut: 

M9n)WJII 
rancor.gon ll'lormosa 
dank~OIOS 

nsiOdanRTP 

IMlflllni~·, on ~<Xon 
~yaig 
Ob.("1\al ckJlgm 
~Ol.lengotCISI 

Rdto 

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk 

membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi 

kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi 

Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. 
Langkah kerja penyusunan RTP dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Waktu 

• Unit Pengelola Risiko Pemda (Kepala daerah dan Kepala 
OPD/SKPD) 

- Fasilitator 
Strategis (Entitas) OPD 
-Kepala OPD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 [Kepala OPD/SKPD dan 
Kabag/Kabid) 

• Fasilitator (opsional] 
Operasional OPD 
- Kepala OPD 
- Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3,4 OPD 
• Fasilitator (opsional) 
Startegis Pemeriotah Daerah 
• Penyusunan RPJMD 
- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan 
KUA/PPAS 

Strategis IEntitas) OPD 
- Penyusunan Renstra OPD 
- Direviu/ dirnutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan 

RKA-OPD 
Operasional OPD 
Pada saat penyusunan RKA-OPD 

Sumber data utama ; CSA/FGD 
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No. Kondisi Lingkungan Rencana Tindak Penanggung Target Waktu 
Pengendalian yang Perbaikan jawab Penyelesaian 
Kurang Memadai Lingkungan 

Pengendalian 

a b c d e 
I Penegakan lntegritas dan Nilai Etika 
1 'Banyak terjadi Analisis/kajian Inspektorat Triwulan II 

pencopotan/ mutasi kelemahan 2022 

pejabat daerah karena pengendalian 
tersangkut kasus kepatuhan hukum 

hukum 

II Komitmen Terhadap Kompetensi 

1 Pegawai belum Penyusunan peta BKPPD Triwulan HJ 
ditempatkan sesuai kompetensi dan 2022 

dengan kompetensi perbaikan SOP 

dan pengalamani penempatan 
pegawai 

2 Kualifikasi dan Recruitmen dokter Dinas Triwulan III 

kompetensi Dokter dan tenaga kesehatan 2022 

serta tenaga kesehatan kesehatan 

di RSUD Kabupaten 

Grobogan belum 
memenuhi kebutuhan 
akan pemberian 
pelayanan kesehatan 

di Era 
JKN 

Ill Kepemimpinan yang kondusif 

1 Pim pinan belum Penyusunan Sekda Triwulan I 

menetapkan kebijakan kebijakan 2022 

pengelolaan Risiko pengelolaan 
Risiko 

2 Rencana strategis dan Penilaian Risiko Sekda, Triwulan I 

rencana kerja pemda rencana strategis BAPPEDA 2022 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Grobogan 
Tahun Penilaian : 2021 
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belum menyajikan dan rencana kerja 
informasi 

mengenai Risiko 

3 Pelayanan pasien BPJS Evaluasi lnspektorat Triwulan I 
di Kabupaten Grobogan pemberian layanan 2022 
belum optimal dan dan kepatuhan 
terdapat regulasi Dinas regulasi 
Kesehatan Kabupaten 
Grobogan tidak 
berjalan sebagaimana 
mestinya yaitu 
ketentuan mengenai 
praktek Dokter 

IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan 
SDM 

1 Pemda belum Sosialisasi budaya Sekda Setiap bulan 
mengin ternalisasi Risiko pada setiap 

budaya rapat bulanan 

sadar Risiko 

2 Belum terdapat Kajian rancangan BKPPD Triwulan I 

pemberian reward pemberian reward 2022 
dan/ atau punishment dan/atau 
atas pengelolaan punishment atas 

Risiko pengelolaan Risiko 

3 Evaluasi kinerja Kajian rancangan BKPSDM Triwulan I 

pegawai belum perhitungan hasil 2022 

dipertimbangkan dalam kinerja terhadap 

perhitungan penghasilan 

penghasilan 

4 Anggaran Kebijakan efisiensi BKPPD Triwulan I 

pengembangan SDM Penggunaan 2022 

belum anggaran 
memadai 

5 Pemerintah Kabupaten Penyusunan Dinas Triwulan II 

Grobogan belum strategi kesehatan 2022 
memiliki strategi dalam pemenuhan dan 
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b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam 

Rangka Mengatasi Risiko. 

RTP atas Risiko climaksudkan untuk menentukan 

pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Dalam 

menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu 

memperhatikan respon Risiko. Respon Risiko membantu 

instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan 

pengendalian yang diperlukan untuk mernastikan bahwa 

kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon Risiko 

terdiri dari beberapa pilihan, yaitu: 

( 1) Menghindari Risiko ( avoid) 
Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai 

atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat 
meningkatkan Risiko. Penghindaran Risiko dapat menjadi 

tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak 

Risiko. Penghindaran Risiko secara tidak tepat justru 

dapat meningkatkan signifikansi Risiko lainnya atau 

mengakibatkan hilangnya peluang memeroleh manfaat. 

pemenuhan dan pendistribusian 

pendistribusian SDM SDM kesehan 

kesehatan di (Rekomendasi BPK) 

6 Pemenuhan tenaga Perbaikan sistem RSUD Triwulan II 
kesehatan di RSUD Pemenuhan tenaga Ka bu paten 2022 
Kabupaten Grobogan kesehatan di Grobogan 

belum memperhatikan RSUD 

tingkat kebutuhan Kabupaten 

dalam pem berian Grobogan 

v Perwujudan Peran APIP yang Efektif 

1 Inspektorat Daerah Perbaikan Inspektorat Triwulan I 

belum melakukan prosedur 2022 

audit kinerja atas pengawasan 

penyelenggaraan kinerja dan 

urusan kesehatan oenyusunan PKPT 

dalam tingkat strategis inspektorat 



81 

(2) Mengubah/ mengurangi kemungkinan muncuJnya Risiko 

(abate) 

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah 
kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan 
terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain 
yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention). 

(3) Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak Risiko 
(mitigate) 

Respon ini dilakukan dengan cara mengu bah/ 
mengurangi konsekuensi/ dampak Risiko agar kerugian 
menjadi berkurang. lstilah lain yang juga digunakan 
adalah penanggulangan. 
Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, 
yaitu mengurangi Risiko (reduce). 

(4) Membagi Risiko (share) atau mentransfer Risiko 
Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau 
berbagi sebagian Risiko. Contoh mekanismenya antara 
lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur 
organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk 
menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait 
dengan pembagian Risiko dengan instansi lain, umumnya 
akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, 
misalnya premi asuransi. Jika Risiko dibagi, baik 
keseluruhan maupun se bagian, maka instansi yang 
mentransfer Risiko mendapat Risiko baru, yaitu instansi 
lain yang memeroleh transfer Risiko terse but apabila tidak 

dapat men.gelola Risiko itu secara efektif. 
(5) Men.erima atau mempertahankan Risiko (accept/retain) 

Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko 
tersisa yang dipertahan.kan. Pada kasus ekstrem, dapat 
terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang 
lebih baik, selain menerima Risiko tersebut. 

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko Strategis 
Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan 

Operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi 
Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, 
Penanggung Jawab, clan Target Waktu Penyelesaian. 
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Dikaitkan dengan respon Risiko, maka pengendalian yang 

dibangun yang dicoritohkan pada gambar diatas merupakan 

bentuk dari "mengubah/mengurangi munculnya Risiko 

(abate)". 

I Rlalko Strategia Pemerintab Daerab 
1 Pelayanan kesehatan Rekrutmen tenaga Kapala Daerah Triwulan IV 2022 

belum memenuhi honorer kesehatan 
SPM Bidang 
Kesehatan 

II Risiko Strategis OPD 
: Dinas Kesehatan 
(2019-2023) 
Sarana pendukung Evatuas: atas Kepala Dinas Triwulan I 2022 
ANC kurang irnplernentasi SOP 
memadai alat kalibrasi 

Evaluasi atas Kepala Dinas Triwulan II 2022 
implementasi Standar 
Pelayanan 
Puskesmas 

Ill Risiko Operasional 
OPD: Dinas 
Kesehatan (2019) 
Data lbu hamil miskin Evaluasi atas Kepala Bagian Triwulan I 2022 
yang belum memiliki implementasi 
jaminan kesehatan (Permenkes Nomor 3 
lainnya dari Tahun 2019 
kecamatan dan 
kelurahan belum ada 

Tabel 3.16 
Contoh Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Grobogan 
Tahon Penilaian : 2021 
Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Sebagai contoh pada penilaian Risiko untuk tujuan strategis 
"Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" disajikan 

sebagaimana form 10 (kolom g-i), selengkapnya, kegiatan 

pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya disajikan 

dalam form 10. 
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Rekrutmen tenaga Rapat Sekda/ Dinas Triwulan I 2022 
honorer kesehatan Bappeda Kesehatan 

BKPSDM 
Evaluasi atas Rapat/Surat Din as Stat Oinas Triwulan I 2022 

2 implementasi SOP Eda ran Kesehatan Kesehatan 
Kalibrasi atat terkait 
Evaluasi atas Ra pat/Surat Din as Stat Dinas Triwulan I 2022 
implementasi Edaran Kesehatan Kesehatan 

3 Standar Pelayanan terkait 
Puskesmas 
Evaluasi atas RapaUSurat Oinas Stat Dinas Triwulan I 2022 
implementasi Eda ran Kesehatan Kesehatan 

4 (Permenkes Nomor terkait 
3 Tahun 2019) 

: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Tujuan Strategis 
Urusan Pemerintahan 

Contoh Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun 
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten GROBOGAN 
Tahun Penilaian : 2021 

c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian 

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana 

Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan 

lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan 

kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan 

bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama 
atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, 

pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut 
dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan 
pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi 
rencana tindak perbaikan pengendalian. 

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP 
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan 
informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak 
yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan 

menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. 
Conteh form. rancangan pengomunikasian pengendalian yang 
dibangun disajikan sebagai berikut: 
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Contoh selengkapnya bentuk form rancangan pengomum 

kasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam form 

11. 

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP 

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme 

pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa 

Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang 

telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. 

Contoh form rancangan monitoring/ pemantauan Risiko dan 

RTP disajikan sebagaimana form 12. 
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berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; 

6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian. 

b. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, 

instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur 

ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh 

seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. 

pengendalian 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur 

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. 

Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan 

prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan 
dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi: 

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan 

perundang- undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur 

operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur 

pengendalian yang akan dibangun; 

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem 

pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat 

membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur 

pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam 

dokumen perencanaan apabila diperlukan. 

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian; 

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian; 

3. Kegiatan Pengendalian 

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan 

dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, 
langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan 

Rencana Tindak Pengendalian. 

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari 

RTP. 
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4. Informasi dan Komunikasi 

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi 

internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan 

Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses 

penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah 
Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan 

diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang 

ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang 

dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat 

Daerah, Biro/Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. 

Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan 

dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat 

Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai 

rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. 

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk : 

a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas 

pemberlakuan kebijakan; 

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara 

lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang 

berkepen tingan; 
c. Sosialisasi/ workshop/ diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan 

undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto 

pelaksanaan, dst. 

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan 

rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap 

penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP. Koordinasi 
pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian 

dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian 

terkait RTP atas Risiko Strategis Pemerintah Daerah, clan oleh UPR 

Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas Risiko Strategis 

(Entitas} Perangkat Daerah, dan Risiko Operasional Perangkat 

Daerah. Contoh pencatatan realisasi pengomunikasian disajikan 

se bagai beriku t : 
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5. Pemantauan 

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari 

kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon 2), Camat, 

Kepala Bagian / Kepala Bidang (Pejabat Eselon 3), Kepala Seksi/ Kepala 

Sub Bagian (Pejabat Eselon 4) sesuai dengan ruang lingkup dan 

kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko 

Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada 

Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau 

pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR. Asisten Sekretaris Daerah 

dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. 

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan 

pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak 

penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian 

Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana 

Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan 

mekanisrne pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai 

infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas 

kegiatan pengendalian bertujuan untuk mernastikan bahwa 

pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan 

secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan fonn 12 

Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern yang 

telah diisi realisasinya (kolom f-g). 

Rekrutmen tenaga Ra pat Sekda/ Din as Triwulan I Februari Telah 
honorer kesehatan Bappeda Kesehatan 2022 2022 dilaksanakan & 

BKPSDM ditindaklanjuti 
Evaluasi alas Rapat/Surat Dinas Staf Dinas Triwulan I Februari Telah 

2 implementasi SOP Eda ran Kesehatan Kesehatan 2022 2022 dilaksanakan & 
Kalibrasi alat terkait ditindaklanjutl 
Evaluasi atas Rapat/Surat Dinas Staf Dinas Triwulan I Februari Telah 

3 
implementasi Edaran Kesehatan Kesehatan 2022 2022 dilaksanakan & 
Standar Pelayanan terkait ditindaklanjuti 
Puskesmas 
Evaluasi atas Ra pat/Surat Dinas Staf Dinas Triwulan I Februari Telah 

4 
implementasi Edaran Kesehatan Kesehatan 2022 2022 dilaksanakan & 
(Permenkes Nomor terkait ditindaklanjuti 
3 Tahun 2019) 

Realisasi Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun 
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten GROBOGAN 
Tahun Penilaian : 2021 
Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
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Data lbu hamil miskin yang belum 
memiliki jaminan kesehatan 
lainnya dari kecamatan dan 
kelurahan belum ada 

Kepala Bagian Triwulan 1 Evaluasi atas lmplementasi 
(Permenkes Nomor 3 Tahun 
2019) 

Ill Risiko Operasional OPD: Dinas 
Kesehatan (2022) 

Evaluasi atas lmplementasi Kepala Dinas Triwulan II 
Standar Pelayanan 
Puskesmas 

Sarana pendukung ANC kurang Evaluasi atas lmplementasi Kepala Dinas Triwulan II 
memadai SOP Alai Kalibrasi 

II Risiko Strategis OPD: Dinas 
Kesehatan (2021-2026) 

Pelayanan kesehatan belum 
memenuhi SPM Bidang 
Kesehatan 

Triwulan II Evaluasi atas lmplementasi Walikota 
SOP Persalinan 

Risiko Strategis Pemerintah 
Dae rah 

Contoh Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko 
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten GROBOGAN 
Tahun Penilalan : 2021 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh 

UPR Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) 

Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara 

menuliskan realisasi kejadian Risiko yang dapat diilustrasikan 
sebagairnana berikut: 

Selain iru, dalam rangka pendokumentasian keterjadian Risiko yang 

telah teridentifikasi, rnaka Pemerintah Daerah perlu membuat catatan 

mengenai kapan Risiko terjadi (risk event) dan dampak yang tcrjadi, 

serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah 

dilaksanakan. Form. pencatatan kapan terjadinya Risiko yang 
teridentifikasi menggunakan form 12. 

Pencatatan dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk 

2 Ost 

Rekrutmen tenaga Konfirmasi Bulananoleh Oktober, Oktober, Monitoring telah 
honorer kesehatan persiapan dan Kepala Dinas November, November, dilaksanakan, 

1 laporan Kesehatan Direktur Desember Desember didokumentasikan 
pelaksanaan RSUD Triwulan dan 
kegiatan oleh lnspektorat didistribusikan 

Monitoring dan Evaluasi atas Pengendalian Intern (Realisasi) 
Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten GROBOGAN 
Tahun Penilaian : 2021 
Tujuan Strategis : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
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Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah 

Daerah perlu rnenyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko setidak 

tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala 
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 
Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis 

Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah 

/ SKPD, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil 

Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. 

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan 

kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit 

Kepatuhan. 
Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat 

strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak 

yang terkait, sedangkan draft dokumen basil penilaian Risiko tingkat 
strategis {entitas} Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat 

Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak 

yang terkait. 

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR 

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. 

Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh 

UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat 

Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh 

UPR Tingkat Eselon 2. 
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut : 

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi : 
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan. 

IV. PELAPORAN 

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh punpman dalam setiap 

tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat 

dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung jawab Pengawasan 

Pengelolaan Risiko. 
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2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi: 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat 

Daerah dan Operasional sesua.i dengan urusan yang ditangani 

oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat 
Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan 
yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan. 

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi: 
a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah Triwulanan; 
b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah 

Daerah Tahunan. 
C. Laporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan 

Internal 
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan 
Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Kepala 

Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. 


